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Penyampaian LHP BPK RI atas LKPD 

BPK RI beri opini WDP kepada Laporan Keuangan Kota Bandung
Bandung (16/07)

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada hari ini Senin 16 Juli 2012 menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung untuk Tahun Anggaran (TA) 2011. LHP BPK RI atas LKPD tersebut disampaikan Kepala Sub Auditorat Jabar II, Dede Sukarjo mewakili Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kota Bandung. 
Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Acara penyampaian LHP atas LKPD itu sendiri merupakan penyampaian LHP atas LKPD TA 2011 tahap terakhir. Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar juga telah melaksanakan penyampaian LHP atas LKPD TA 2011 untuk Provinsi Jawa Barat dan 25 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jabar.
Adapun Akun yang dijadikan pengecualian dalam opini BPK RI, adalah :

1. BPK tidak dapat meyakini kewajaran nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung pada PD Pasar Bermartabat yang berupa aset tetap karena terdapat beberapa permasalahan terkait penyertaan modal  Pemerintah Kota Bandung pada PD Pasar Bermartabat.

2. BPK tidak dapat meyakini kewajaran aset tetap sebesar Rp2,54 triliun karena masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian aset tetap pada Pemerintah Kota Bandung.
LHP BPK RI atas LKPD TA 2011 itu sendiri dikemas dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Ketiga buku tersebut terdiri dari Buku Pertama yang merupakan LHP yang memuat opini atas LKPD, Buku Kedua yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam kerangka pemeriksaan LKPD, serta Buku Ketiga yang merupakan  LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.  
Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektifitas sistem pengendalian intern.
Berdasarkan empat kriteria tersebut maka jenis pendapat/opini yang dapat dinyatakan oleh BPK-RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (Adverse).
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